BAB V

PENUTUP

Bab ini akan memuat penutup dari penelitian yang penulis uraikan di dalam
tulisan ini. Dalam hal ini, penutup yang dimaksud meliputi kesimpulan dari
pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis serta saran terkait
hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang telah penulis lakukan

dalam tulisan hukum ini.

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis uraikan dalam tulisan ini dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

a. Pertanyaan dasar yang hendak penulis bahas dalam penelitian yang
dibuat penulis dalam tulisan ini adalah “Prinsip apakah yang
menjadi titik berat dan belum diterapkan secara penuh dalam Pasal
15 ayat (3) dan Pasal 75. Yang mana dari kedua Pasal tersebut
membahas mengenai proses pengangkatan arbiter dan proses
penunjukan arbiter pengganti. Sehubungan dengan pertanyaan
hukum seperti itu di dalam penelitian ini penulis belum menemukan
penegakan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan
yang tergambar dalam proses arbitrase yakni equality of the parties
yang memiliki definisi para pihak sebenarnya harus memperoleh
kesempatan yang sama untuk mengangkat arbiter ketika proses
arbitrase berlangsung. Penulis dapat mengatakan seperti itu karena
isi dari Pasal 15 ayat (3) mengalami perubahan ketika para pihak
tidak mampu mengangkat arbiter dalam jangka waktu yang
ditentukan dan proses arbitrase yang awalnya akan menggunakan

tiga (3) arbiter langsung berubah menjadi arbiter tunggal, hal
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tersebut jelas merugikan pihak yang belum dapat mengangkat
arbiter karena putusan dari proses arbitrase tersebut berasal dari satu
arbiter, tetapi mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu
seharusnya menurut penelitan yang telah penulis lakukan harus ada
pengkgian dari ketentuan Pasal mengenai pengangkatan arbiter
tersebut agar ditegakkannya asas keadilan dan kepastian hukum
dalam proses tersebut.

Berikutnya, setelah membahas mengenai is Pasal 15 (3) yang isinya
mengatur mengenai pengangkatan arbiter, Pasal yang penulis lakukan
penelitian juga adalah Pasal 75 mengenal penunjukan arbiter pengganti.
Pasal tersebut berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan belum
menggambarkan adanya penegakan asas keadilan dan kepastian hukum
dalam proses penunjukan arbiter pengganti karena ketentuan dari Pasal
tersebut menyatakan bahwa apabila arbiter meninggal dunia, terkena
hak ingkar atau karena alasan lainnya sehingga arbiter tersebut tidak
dapat melanjutkan tugasnya sebagal seorang arbiter, maka para pihak
harus mengangkat arbiter pengganti. Hal tersebut jelas merugikan bagi
pihak yang arbiternya sebenarnya dapat terus melanjutkan tugasnya
sebagal seorang arbiter, namun harus mencari arbiter pengganti seperti
pihak lain, apabila arbiter salah satu pihak terkena hak ingkar atau hal
lain yang menyebabkan arbiter tersebut tidak dapat melanjutkan
tugasnya. Selain merugikan bagi pihak yang arbiternyatidak meninggal,
tidak terkena hak ingkar, dan atau tidak diberhentikan berdasarkan
ketentuan dari Pasal tersebut semakin terlihat bahwa tidak adanya
penegakan keadilan bagi salah satu pihak juga berakibat pada

tertundanya proses arbitrase tersebut.
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Oleh karena itu sebaiknya dalam proses pengangkatan arbiter maupun
penunjukan arbiter harus dikaji ulang agar isinya dapat mengakomodir
dan menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak

yang berperkaramelalui arbitrase.

b. Pertanyaan yang kedua adalah apakah kedua Pasal tersebut sudah

seimbang dalam mengakomodas prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter
pengganti ?. Berdasarkan penelitian yang penulis tuangkan dalam
tulisan ini adalah kedua Pasal tersebut belum seimbang dalam
menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penulis dapat
berpendapat seperti itu karena, di dalam Pasal 15 ayat (3) hanya
salah satu pihak yang diuntungkan bilamana pihak lain belum
mampu mengangkat arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan.
Hal tersebut jelas memberikan kerugian pada salah satu pihak dan
menguntungkan pihak yang lain karena putusan arbiter dari pihak
lain tersebut akan final dan mengikat kedua belah pihak.
Selain kerugian yang menimpa salah satu pihak, isi dalam Pasal
tersebut jelas belum memberikan keadilan begitupun dengan
kepastian hukum bagi para pihak. Berbeda halnya dalam Pasal 15
ayat (3) yang isinyamengenai pengangkatan arbiter, Pasal 75 isinya
mengatur tentang penunjukan arbiter pengganti. Belum
ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum menurut penulis dari
dalam Pasal tersebut adalah karena apabila arbiter salah satu pihak
meninggal dunia, terkena hak ingkar dan / atau tidak dapat
mel anjutkan tugasnya sebagai seorang arbiter, maka pihak lain yang
arbiternya tidak terkena hak ingkar, tidak meninggal, atau tidak
diberhentikan berdasarkan Undang - undang juga harus diganti.
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Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa asas keadilan dan
kepastian hukum belum ditegakkan disini karena seharusnya hanya
satu arbiter yang diganti, lalu mengapa pihak lain yang arbiternya
tidak melanggar ketentuan Pasal mengenai sahnya seorang arbiter

juga harus mengalami penggantian ?

Saran

Berkaitan dengan belum ditegakkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter
penulis hendak memberikan saran melaui pendlitian yang
dituangkan dalam tulisan ini. Saran yang dapat penulis berikan
adalah baik untuk Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75 Undang — undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa yakni pengkagjian terkait dengan isi Pasal
tersebut.

Pengkajian tersebut yang dapat dilakukan terkait Pasal tersebut
dapat dilakukan dengan cara menggunakan otoritas untuk
membantu mengangkat arbiter dan menunjuk arbiter pengganti.
Karena otoritas (pengadilan atau lembaga arbitrase institusional)
sudah mengatur mengenai intervensi yang dapat dilakukan apabila
para pihak berada dalam situasi yang buntu. Pengaturan mengenai
intervens dari otoritasterkait sudah terdapat dalam masing — masing
aturan dari lembaga arbitrase ataupun Undang — undang yang

mengatur mengenai arbitrase.
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Kemudian terkait dengan masalah kedua yang penulis angkat dalam
penelitian ini adalah pada saat proses penunjukan arbiter pengganti.
Bilaterdapat salah satu pihak yang arbiternyaterkenahak ingkar dan
meninggal dunia, makayang menunjuk arbiter pengganti hanya satu
pihak sga dan bukan para pihak, namun pengaturan yang
seharusnya diterapkan adalah penunjukan arbiter pengganti
seharusnya diterapkan sesuai seperti prosedur awal saat hendak

mengangkat arbiter.

Penulis memberi saran seperti itu karena demi tercipta dan
ditegakkannya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak
yang hendak menyelesaikan perkaranya melalui proses arbitrase,
khususnya pada saat hendak mengangkat arbiter dan menunjuk
arbiter pengganti. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat
bermanfaat dalam proses pengkajian maupun perumusan Pasal —
pasal dalam Undang — undang Arbitrase
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